
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 1956 

TENTANG 
PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH 

PERKEBUNAN *) 
 

Presiden Republik Indonesia, 
  
Menimbang : 1. bahwa pada waktu-waktu menjelang dan sesudah dibatalkan- hubungan 

Indonesia Nederland berdasarkan perjanjian Konperensi Meja Bundar 
banyak terjadi pemindahan hak atas tanah perkebunan;  

  2. bahwa mengingat fungsi perusahaan-perusahaan kebun dalam 
perekonomian Negara dewasa ini pemindahan tersebut perlu diawasi dan 
diatur, agar dapatlah diusahakan terjaminya pengusahaan yang 
sebaik-baiknya;  

  3. bahwa Undang-undang No. 24 tahun 1954 (L.N. 1954-78) telah 
mengatur soal pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap 
lainnya yang bertakluk kepada hukum Eropa;  

  4. bahwa dalam pada itu pengawasan terhadap pemindahan hak atas 
tanah-tanah perkebunan itu mempunyai segi-segi khusus yang belum 
diperhatikan dalam Undang-undang No. 24 tahun 1954 tersebut di atas 
dan oleh karena itu di samping syarat-syarat yang telah ditentukan perlu 
diadakan syarat-syarat baru.  

  
Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-undang No. 13 tahun 

1956.  
  
  

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 
 

Memutuskan 
 

Menetapkan :  Undang-Undang Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas 
Tanah-Tanah Perkebunan.  

  
 
 
 



Pasal 1 
  
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang No. 24 tahun 1954 dan 

peraturan-peraturan lainnya, maka setiap perbuatan yang berwujud pemindahan hak dan setiap 
arah pakai buat lebih dari satu tahun mengenai tanah-tanah a. erfpacht, b. eigendom dan 
hak-hak kebendaan lainnya atas tanah untuk perkebunan dari bangsa Belanda dan bangsa Asing 
lainnya serta dari badan-badan hukum, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehakiman 
dengan persetujuan Menteri Pertanian.  

(2) Setiap serah pakai buat satu tahun atau kurang dari satu tahun yang kemudian diperpanjang, 
dianggap sebagai serah pakai buat lebih dari satu tahun.  

  
Pasal 2. 

  
(1)  Dalam tempo satu bulan sesudah mulai berlakunya Undang- undang ini, maka harus dilaporkan 

kepada Menteri Pertanian oleh pemegang hak erfpacht, eigendom atau hak kebendaan lainnya 
termaksud dalam pasal 1;  
a. semua serah pakai yang dilakukannya sesudah tanggal 15 Pebruari 1956 dan yang pada 

mulai berlakunya Undang-undang ini masih berlangsung;  
b. semua pemindahan hak tersebut yang diterimanya sesudah tanggal 15 Pebruari 1956.  

  
(2)  Pemegang hak tersebut dalam ayat (1) pasal ini wajib memberikan segala 

keterangan-keterangan mengenai serah pakai dan/ atau pemindahan hak termaksud dan tentang 
perusahaan perkebunan yang diserah-pakaikan atau dipindahkan haknya itu, yang diminta oleh 
Menteri Pertanian.  

(3)  Menteri Kehakiman atas usul Menteri Pertanian dapat membatalkan serah pakai, yang telah 
dilakukan sebelum Undang-undang ini mulai berlaku jika eksploitasi perkebunan yang 
bersangkutan menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak diselengdang ini mulai berlaku 
jika eksploitasi perkebunan yang bersangkutan menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak 
diselenggarakan secara yang layak.  

  
 Pasal 3.  
  
 Yang dimaksud dengan "serah-pakai" di dalam pasal 1 dan 2 ialah semua perbuatan yang 
berwujud pemindahan risiko untung rugi pemakaian tanah perkebunan kepada orang lain, kecuali yang 
berwujud pemindahan hak.  
  
 Pasal 4.  
  
(1)  Semua perbuatan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan 

penjabat-penjabat tersebut dalam pasal itu dengan sendirinya batal menurut hukum dan dapat 
dijadikan alasan untuk membatalkan hak atas tanah perkebunan yang bersangkutan;  

(2)  Pembatalan hak sebagai yang dimaksud dalam  ayat 1 pasal ini dapat dilakukan juga di dalam 
hal pemegang hak tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2.  

(3)  Pembatalan hak tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas dilakukan oleh Menteri Agraria.  
(4)  Tanah perkebunan yang haknya dibatalkan menurut ketentuan pasal ini sejak tanggal surat 

keputusan pembatalannya menjadi tanah Negara, bebas dari semua hak-hak pihak ketiga yang 


